FEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGEA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
Telp. (0233]) 8286599 Fax, (0233] 8286600

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGHEA
Namaor: 503/ o= I0SMP/DPMPTSP /X1 /2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMP IT AR-RAHMAN JALAN CIREEON - BANDUNG KM, 3
DESA GANDASARI KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA

REFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGEA,

Menimbang : & bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagl slswa lulusan
sekolah Dasar [5D) Madrasah 1btidaiyah (M1} dan Program Kesetaraan
Faket A di Yayasan Umat Mandiri Nusantara Kabupaten Majalenglka dan
sekitarnya perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang
memacdai;

b.. bahwa berdasarkan Surat Yayasan Umat Mandiri Nusantara Ne
099/ YAUMA/VIT/ /2018 Tanggal 17 Juli 2018 peribal Permohonan lzin
Operasional SMP IT "Ar-Rahman dan Rekomendasi Kepala Dinag
Pendidikan No 422/2755-Disdik Tanggal 22 Oktober 2018 dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional vang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala [nas Penanaman Modal dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomoer 14 Tahun 1950 tentang
Pembentokan Daerah-Daerzh Kabupaten Dalam Lingkungan Provins
Djawa Barat (Herita Negara Republik Indonesia Tahun  1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Taliun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Bhdung-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomaor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28517;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomer 4301}
4. - Undang-Undang Nomor 12 Taliun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indosesia Tahun
2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah {l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 41, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor 3413);
Feraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Fendidikan [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomaor
41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
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6. Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang  Pembagian Urusan  Pemerintaban  Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 MNemor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Megara Republilk Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan FPemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadun Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2217;

9. ' Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembarag
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomaor 1);

10, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat Daerah Kabupaten
Majalengka [Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016
Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinen pada [inas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Platu Kabupaten
Majalengka

MEMUTIISKAN

: Memherikan lzin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
-[EMF'] Yayasan Umat Mandiri Nusantara Kabupaten Majalengka dengan

identitas sebagal hE_r‘]kul:
MNama Sekolah : SMPIT AR-RAHMAN
Alamat Sekolah : Jalan-“Cirebon - Bandung KM. 3 Desa Gandasari

kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka

; lzln Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama

2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan inl

: Keputusan inl mulal berlaku sefak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
-ﬂpal:rﬂa dikemudian hari ternyata terdapat kel-:eluu:—m dldalamnm, alan

diadakan perubahan sebagaimana me:trnjm

Ditetapkan di :  Majalengka

Pada Tanggal ¢ gx] November 2018
HEPAL:!L DINAS PENA"JM'-‘MN MODAL




NONO SUBARNO, SH.

NOTARIS
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FPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAVASAN “UMAT MANDIRI NUSANTARA™

MNomor : 14

Pada hari ini, Senin tanggal 13- 02— 2017 (tiga belas Pebruar tahun dua ribu --—---

tjuh belas). Pukul 09.00 WIB (sembilan Wakiu Indoncsia Barat), ~----—---————merea

Berhadapan dengan sava. NONO SUBARNO, Sarjana Hukum, Notaris di -------o-

Kabupaten Majalengka. dengan dihadini saksi vang nama — ramanya akan -------—

discbutkan dalam akhbir akia i :

L.

Tuan MAMAN KIRMAN, lahir di Majalengka pada tangeal 15 (lima belas)
Juls 1990 {seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, —
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya 11, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 006, Desa Babakan Manjeti, Kecamatan Sukahaji, Kabupater -
Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomer Induk —-—-—--
Kependudukan (NTK) - 321008 1507900001 ; -

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan idemitas pada Kartu --

tanda Penduduk vang diperlibatkan kepada sava, Notaris, ——-———-mememe e

Penghadep menerangkan terlebih dahulu; --—emememmmmmemmmaaa .

Bahwa penghadap dalam hal ini bermindak selaku kussa dari “YAYASAN -
UMAT MANDIRI NUSANTARA", schagaimana tercantum dalam -----—-- -—
BERITA ACARA RAPAT PEMBINA YAYASAN UMAT MANDIRI -——
NUSANTARA, vang akan disebutkan dibawsah ini, keabszhan kuasa tersebut

tanggung jawab penghadap sepenuhnya. ssesseemmssmee s

Bahwa pada pukul 09,00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), hari Selasa
tanggal 17-01-2017 (tujuh belas Januart dua eibu wjuh belas), betempat di ----
Kantor Yayasan UMAT MANDIRI NUSANTARA, vanyg beralamat di Jalan
Kyai Haji Abdul Halim Nomor 39, Kelurahan Munjul, Kecamatan =---s=e==eao-
Majalengka, Kabupaten Majalengka, telah diadskan Rapat Pembina mengenai

perubahan pada susunan organ vavasan, dikarenakan adanva Pengurus

Yayasan vang telah habis masa jabatannva, vaitu
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Nyonva ELA NALASARI, labur di Majalengka pada tangpal 13 (tiga belas)
Maret 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga). bertempat tinggal di
Majalengka, Blok Saptu. Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, oo
Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, pemegang Karmu
Tandz Penduduk nomor 3210125303930041, chida

Reduanya karvawan Motars, bertempal linggal di Majalengka, vang sava, Notaris

kenal sebagai saksi, i

Setelah akta i sava, Notens bacekan kepada penghadap dan saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris,
Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tambahan dan pantian. —----——---==mameceea-

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. S

Diberikan schagzi SALINAN

Motans di kabupaten Majalengka,




